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Dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya 
untuk mengembangkan daerah masing-masing. Struktur kekuasaan di daerah menunjukkan bahwa 
eksekutif/ Bupati dan legislatif sama-sama memiliki legitimasi yang kuat karena keduanya dipilih 
rakyat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintah membuat kebijakan seringkali 
terjadi benturan-benturan. Eksekutif dan legislatif adalah komponen pemerintah daerah yang 
bekerjasama dalam membuat kebijakan. Dalam penyusunan APBD, banyak kepentingan yang 
muncul baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Kepentingan-kepentingan tersebut 
mengakibatkan terjadinya deadlock berimplikasi pada berubahnya pemetaan pada posisi di dalam 
tubuh legislatif. Deadlock membuat munculnya peran serta partai politik untuk turun tangan 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi penyelesaian permasalahan antara eksekutif dan 
legislatif mengadakan kompromi dan bekerjasama sehingga didapatkan win-win solution. Solusi 
tersebut didapatkan dengan menggunakan Pemerintah Provinsi sebagai mediator penyelesaian 
konflik antara pemerintah eksekutif dengan legislatif Kabupaten.  
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